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Abstract

This study was conducted through a literature review method (library research),
gathering, analyzing, and organizing data from previous research sources such as
scientific articles, journals, and books. The focus of the research is on the misuse
of the role of Civil Servants (ASN) in electoral misconduct during the 2020
Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia. This phenomenon encompasses
the politicization of bureaucracy through the misuse of the ASN's role by the
candidates for regional head. Findings indicate that the practice of Electoral
Misconduct results in the misuse of the ASN’s role, which affects the integrity and
objectivity of the ASN, leading to violations of the bureaucratic apparatus code of
ethics. Despite the existence of established sanctions, both light and severe, ASNs
are still involved in practical political practices. This involvement occurs due to
temptations like bonds of brotherhood and promises of a better career. Although
Government Regulation (PP) Number 94 of 2021 has been issued to maintain the
neutrality of ASN, there is still potential involvement in unethical practices. The
study also found that this behavior reflects the misuse of the ASN’s role and
degradation of morality and ethics within the bureaucracy. The close relationship
between politicians and bureaucrats becomes a central challenge, often
determining the success or failure of governance. This dynamic is exacerbated by
the dominance of pragmatic and materialistic values that overshadow ethical and
moral principles.

Keywords: asn neutrality, role of asn, electoral misconduct, local election

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan (library research),
mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisir data dari sumber-sumber
penelitian terdahulu seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku. Fokus penelitian
adalah pada penyalahgunaan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam electoral
misconduct pada Pilkada 2020 di Indonesia. Fenomena ini mencakup politisasi
birokrasi melalui penyalahgunaan peran ASN oleh calon kepala daerah. Temuan
menunjukkan bahwa praktik Electoral Misconduct menghasilkan penyalahgunaan
peran ASN, yang mempengaruhi integritas dan objektivitas ASN serta
menyebabkan pelanggaran terhadap kode etik aparatur birokrasi. Meskipun ada
sanksi yang telah ditetapkan, baik ringan maupun berat, ASN masih terlibat dalam
praktik politik praktis. Hal ini terjadi karena adanya godaan seperti ikatan
persaudaraan dan janji karier yang lebih baik. Meski Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 94 Tahun 2021 telah diterbitkan untuk menjaga netralitas ASN, potensi
keterlibatan dalam praktik tidak etis masih ada. Penelitian ini juga menemukan
bahwa perilaku ini mencerminkan penyalahgunaan peran ASN dan degradasi
moral dan etika dalam birokrasi. Keterkaitan antara politisi dan birokrat menjadi
tantangan utama, dengan hubungan tersebut seringkali menentukan keberhasilan
atau kegagalan pemerintahan. Dinamika ini diperparah oleh dominasi nilai-nilai
pragmatis dan materialistik yang menenggelamkan prinsip-prinsip etika dan
moral.

Kata Kunci: netralitas asn, peran asn, pelanggaran pemilu, pilkada
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Pendahuluan

Pelanggaran dalam pemilihan umum, yang juga dikenal sebagai "electoral misconduct” (Birch, 2007),
mencakup praktik manipulatif seperti pemaksaan dalam memberikan suara, penghalangan proses pemungutan
suara, penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, dan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu (Habibi &
Nurmandi, 2021; Kovalov, 2014). Aktivitas ini melanggar prinsip-prinsip demokratis dalam pemilu dan dapat
bermuara pada tindakan kriminal. Tak jarang, pemaksaan pemberian suara terjadi baik dalam nuansa pemilihan
umum maupun Pilkada (Aspinall, 2015; Winters, 2016). Sasaran utama pemaksaan ini biasanya individu yang
memiliki keterikatan atau berada dalam jaringan kekuasaan, membuat mereka rentan terhadap tekanan pelaku
electoral misconduct dalam struktur pemerintahan sipil. Instrumen utama yang digerakkan dalam konteks ini
adalah ASN, yang kerap mengalami tekanan.

Pasangan calon (Paslon) Bupati/Walikota dalam Pilkada 2020 seringkali menyalahgunakan peran ASN untuk
kepentingan politik, sebuah fenomena yang mencerminkan politisasi birokrasi (Hamid, 2006; Perdana, 2019).
Sebanyak 50,76% pelanggaran netralitas ASN terjadi karena ikatan persaudaraan, sementara 49,72% lainnya
dilakukan dengan motivasi untuk memperoleh atau meningkatkan karir (KASN, 2021). Ikatan persaudaraan
ini menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN, terutama di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara,
Sumatra, dan Kalimantan (Dwiputrianti, Hutomo, Muhammad, Dewi, & Muthi, 2019). Meskipun Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diterbitkan sebagai
upaya menjaga netralitas ASN, namun netralitas tersebut masih belum dapat sepenuhnya terjamin. Dua
variabel yang menjadi latar belakang ketidaknetralan ASN dalam Pilkada adalah ikatan persaudaraan dan
keinginan untuk memiliki karir yang lebih baik (Berenschot, Capri, & Dhian, 2021; Saepudin & Pratiwi, 2022).

Dua variabel—ikatan persaudaraan dan ambisi karir—membayangi kinerja dan profesionalisme ASN, yang
seyogianya menjaga netralitas dalam pesta demokrasi dan dinamika politik lainnya (Saepudin & Pratiwi,
2022). Variabel-variabel ini menciptakan titik kerentanan yang bisa dieksploitasi oleh jaringan patronase
politik dan elit lokal dalam Pilkada. Sebanyak 917 kasus pelanggaran netralitas ASN tercatat, termasuk 484
kasus dukungan terhadap paslon via media sosial, 150 kasus kehadiran dalam sosialisasi partai politik, 103
kasus pendekatan ASN ke partai, 110 kasus dukungan terhadap paslon, dan 70 kasus dukungan kepala desa
terhadap paslon (KASN, 2021). Sanksi bervariasi dari teguran hingga pemecatan tidak dengan hormat (PDTH)
bagi ASN terbukti melanggar netralitas.

Dimensi pertarungan politik di daerah membuka celah bagi elit untuk mempraktikkan strategi kekuasaan. Ini
secara otomatis menarik dukungan dari berbagai segmen masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya politisasi
birokrasi, yang berasal dari tekanan internal dan eksternal birokrasi melalui elit birokrat (Kartini, 2019).
Struktur birokrasi yang kuat dan luas mempermudah eksploitasi untuk kepentingan politik. Pertarungan
kepentingan dalam birokrasi berdampak pada persaingan antar-aparatur untuk mendapatkan perhatian dan
posisi strategis. Walau tidak terlihat secara kasat mata, pergerakan politik melalui ASN nyata adanya ketika
suara menjadi komoditas penting dalam perebutan kekuasaan. Ancaman terhadap karir menjadi faktor
pendorong bagi ASN untuk memberikan dukungan politik, terutama pasca pemilihan (Farazmand, 2010;
Meier, 1997).

Perilaku seperti ini merusak integritas dan profesionalisme ASN, mengubah mereka dari agen pembangunan
menjadi pelayan publik yang kurang responsif (Rockman, 2020). Empat faktor budaya birokrasi berpengaruh
pada sistem politik lokal, menciptakan birokrasi yang menjadi alat kekuasaan dan melahirkan budaya politik
elit. Budaya kolonialisme dan loyalitas berlebihan kepada atasan, bukan kepada organisasi, menjadi tantangan
tambahan, memperburuk patologi birokrasi dan mengabaikan kepentingan umum. Patologi ini membatasi
ruang bagi masyarakat sipil, menghalangi pemerintahan yang baik, dan memperkuat birokrasi yang tidak sehat
dan patologis (Afrijal, Helmi, Latif, & Muliawati, 2022; Perdana, 2019; Rahman, 2014).
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Berdasarkan perspektif penelitian yang telah ada, terdapat beberapa kesimpulan penting terkait
penyalahgunaan peran ASN dalam Pilkada. Fatkhuria & Syarbaini (2019) melakukan kajian pada Pilkada
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, menemukan bahwa terdapat penyalahgunaan peran oleh ASN yang
secara aktif mendukung dan mengkampanyekan calon tertentu. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor:
tekanan dari atasan, pragmatisme elit ASN dalam perebutan kekuasaan, serta adanya hubungan emosional atau
primordialisme antara ASN dengan calon tertentu. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawanto
(2020) mengungkap bahwa politisasi birokrasi dalam pembinaan ASN terjadi akibat kurangnya pemantauan
dalam implementasi kebijakan, ketiadaan sanksi yang tegas, minimnya sosialisasi, dan penempatan pejabat
pembinaan ASN yang kurang tepat. Akibat politisasi ini, terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
dalam proses rekrutmen, kompensasi, komersialisasi jabatan, serta terjadinya konflik kepentingan dan
penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Lebih lanjut, politisasi birokrasi ini juga menyebabkan
orientasi prestasi dalam organisasi menjadi terdistorsi. Bawahan dalam organisasi sering kali dianggap sebagai
saingan, sehingga tercipta budaya kerja yang kurang produktif di mana para pegawai cenderung pasif
menunggu arahan dari atasan dan kehilangan inisiatif untuk melayani masyarakat dengan baik.

Praktek election malpractice dalam bentuk electoral misconduct oleh kandidat yang berlaga dalam pilkada, di
mana mereka melibatkan birokrat sebagai alat, dianggap sebagai taktik yang memalukan. Pendekatan seperti
ini telah menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang seharusnya jujur, adil, bebas, umum, dan rahasia. Meski
demikian, cara ini kerap dipandang efektif oleh calon yang memilih untuk mengadopsinya. Hal ini
memunculkan pertanyaan penting; bagaimana latar belakang keterlibatan ASN dalam pesta demokrasi yang
menyebabkan mereka berperilaku tidak netral?

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan (library research) sebagai kerangka kerja utama dalam
proses pengumpulan data. Dalam upaya mendapatkan data penelitian yang kredibel dan relevan, peneliti akan
menjalankan serangkaian langkah sistematis. Ini meliputi pengumpulan, analisis, dan organisasi data dari
sumber-sumber penelitian terdahulu, yang mencakup artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang secara spesifik
membahas penyalahgunaan peran ASN dalam electoral misconduct pada pilkada di Indonesia. Proses analisis
data akan diawali dengan seleksi literatur. Peneliti akan memilih dokumen-dokumen yang memiliki relevansi
tinggi dengan topik penelitian, kemudian mengevaluasi kredibilitas dan keandalan setiap sumber. Setelah itu,
akan dilakukan pengkategorian data berdasarkan tematik untuk mempermudah analisis. Data akan
diorganisasikan dalam kategori-kategori tertentu yang mencerminkan aspek-aspek penting dari
penyalahgunaan peran ASN dalam electoral misconduct.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis kritis terhadap setiap sumber, mengidentifikasi argumentasi
utama, metodologi, temuan, serta kekuatan dan keterbatasan masing-masing sumber. Proses ini tidak hanya
melibatkan pemahaman mendalam tentang materi, tetapi juga analisis komparatif untuk mengidentifikasi
kesamaan dan perbedaan antar sumber, serta evaluasi terhadap kontribusi setiap sumber terhadap pengetahuan
eksisting tentang topik penelitian. Setelah itu, akan dilakukan sintesis data, mengintegrasikan temuan-temuan
dari berbagai sumber untuk mengembangkan pemahaman yang koheren dan holistik tentang isu penelitian.
Peneliti akan merangkum temuan penting, menginterpretasikan data dalam konteks yang lebih luas, dan
merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis kritis terhadap literatur yang telah dikumpulkan.

Peneliti berencana menyajikan hasil kajian pustaka ini dalam format yang terstruktur dan mudah diakses,
dengan tujuan menginformasikan pembaca tentang temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan isu
penyalahgunaan peran ASN dalam electoral misconduct. Proses ini tidak hanya akan menghubungkan antara
penelitian-penelitian dan literatur yang ada, tapi juga akan mengisi celah pengetahuan yang mungkin
ditemukan pada penelitian sebelumnya (Creswell, 2009). Ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang
lebih komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian, serta untuk memandu arah penelitian mendatang
yang mungkin akan dilakukan di bidang ini.
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Hasil dan Pembahasan

Ketidaknetralan ASN dalam Pilkada di beberapa kota terutama disebabkan oleh hubungan kekeluargaan
(Sutrisno, 2019). Dalam penelitian tersebut, faktor hubungan kekeluargaan diidentifikasi sebagai penyebab
dominan pelanggaran netralitas oleh ASN, berkontribusi hingga 50,76%. Salah satu bentuk nyata dari
pelanggaran kode etik ini—baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun pada perilaku ASN (lbda, 2018)—
adalah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini meliputi pemanfaatan pengaruh dan kedudukan yang dimiliki oleh
ASN, yang seringkali didorong oleh ikatan keluarga, kerabat, atau kewenangan tradisional/okupasi untuk
memengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilihan umum demi kepentingan pribadi. Fenomena electoral
misconduct dalam Pilkada telah membuka pintu bagi praktek-praktek KKN, yang dianggap sebagai "kado"
yang menyertai electoral malpractice dalam Pilkada—sesuatu yang telah menjadi rahasia umum di kalangan
publik.

Pada kasus-kasus Electoral Malpractice (Rakhmawanto, 2020), pemenang pemilu sering kali memberikan
"jatah" kepada keluarga pada saat rekrutmen pegawai ASN baru, baik itu melalui pengangkatan PNS atau
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Modus lainnya melibatkan pejabat atau pembuat
kebijakan yang menjanjikan penerimaan individu sebagai calon ASN kepada mereka yang bersedia
memberikan imbalan (umumnya dalam bentuk uang). Alternatif lain dari praktek tidak etis ini adalah kolusi,
yang sering terlihat dalam penerimaan jumlah besar pelamar ASN yang berasal dari keluarga pejabat di instansi
pemerintah tertentu. Ketiga bentuk malpraktek tersebut biasanya terjadi pada tahap tes yang melibatkan
pengguna jasa (user) secara langsung. Hubungan kekeluargaan atau kekerabatan antara birokrat dan calon
kepala daerah ini tidak hanya mempengaruhi netralitas ASN, tapi juga berdampak negatif pada kinerja
pelayanan publik dan integritas proses demokrasi itu sendiri.

Perilaku birokrat dalam penentuan sikap politik mereka seringkali dipengaruhi oleh hubungan yang terjalin
dengan elit politik. Menurut tipologi yang dikembangkan oleh Clark (Haryanto, 2017), orientasi elit sering kali
dipermasalahkan, khususnya dalam hubungan antara elit dan kliennya. Orientasi ini tidak semata-mata
berfokus pada masalah utama, melainkan juga pada kebijakan yang akan diterapkan di masa depan, terutama
yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Salah satu tipe elit memiliki latar belakang sosial dan orientasi
politik yang cenderung tradisional, berkeinginan agar kekuasaan tetap berada dalam lingkaran mereka dan
dijalankan berdasarkan tradisi yang telah ada. Elit dinasti ini menunjukkan struktur masyarakat yang hierarkis.
Hubungan paternalistik dalam bidang politik dan ekonomi sering kali terjalin antara elit ini dan birokrasi, yang
mencerminkan hubungan antara posisi tinggi dan bawahan mereka. Hal ini pada akhirnya akan membatasi
peran mereka dalam proses kemajuan birokrasi.

Elit yang memiliki nuansa kuat kolonialisme cenderung menghambat kemajuan pembangunan karena
kebijakan pemerintahan daerah hanya akan diimplementasikan setelah kandidat mereka menempati posisi.
Selain itu, incumbent atau elit yang sedang berkuasa sering kali khawatir tentang posisi dan status mereka yang
mungkin lenyap jika terjadi perubahan tanpa hambatan. Akibatnya, mereka cenderung memprioritaskan
keluarga atau dinasti mereka, yang pada gilirannya menciptakan pola electoral misconduct. Jika seorang
birokrat memiliki saudara yang menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerah, besar kemungkinan birokrat
tersebut tidak akan mengabaikan ikatan keluarga dalam upaya memenangkan suara. Hal ini secara otomatis
akan berdampak pada posisi birokrat tersebut, mempengaruhi status quo dan dalam beberapa kasus,
menyebabkan penyalahgunaan peran ASN dalam pemilihan umum di Indonesia. Bentuk-bentuk electoral
misconduct yang dilakukan olen ASN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Bentuk Electoral Misconduct melalui Penyalahgunaan Peran ASN

L. Contoh-contoh Bentuk
No Jenis-jenis Penyalahgunaan Instrumen
Penyalahgunaan
Aparatur  Sipil Negara melakukan Aparatur Sipil Negara melakukan Gambar Foto dan tayangan

pemasangan APK  (Alat Peraga peragaan APK (Alat Peraga video.
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No

Jenis-jenis Penyalahgunaan

Contoh-contoh Bentuk
Penyalahgunaan

Instrumen

Kampanye) dengan pesan promosi
pribadi maupun pihak lain yang berperan
serta dalam pemilihan umum yakni

sebagai Paslon presiden dan wakil
presiden, DPD, Dewan Perwakilan
Rakyat RI, DPRD Provinsi, DPRD

Kota/Kabupaten, dan partai politik.

Aparatur  Sipil Negara melakukan
deklarasi pribadi menjadi salah satu
partisipan dari salah satu kontestan
pemilihan umum.

Aparatur  Sipil Negara melakukan
deklarasi pribadi menjadi salah satu
partisipan dari salah satu kontestan
pemilihan umum.

Aparatur  Sipil Negara melakukan
pertemuan pada pernyataan resmi yang
memberikan  keberpihakan terhadap
kandidat/kontestan  pemilihan umum
yang memakai atau tidak memakai
pakaian yang melekatkan identitas
promosi calon/kandidat pemilu/parpol.

Aparatur  Sipil Negara melakukan
unggahan, merespons (semisal suka,
menanggapi, atau yang serupa) dan

menyebarkan bukti foto fisik bergambar
dari kontestan pemilihan umum pada
jejaring media sosial.

Kampanye) yang lokasinya berada
pada tempat tinggal pribadi maupun
fasilitas umum yang menampilkan
promosi diri, pasangan calon maupun
pihak yang mengikuti pemilihan
umum.

Aparatur Sipil Negara melakukan
penyampaian keberpihakan kepada
kontestan pemilu secara lisan/tertulis
melalui pertemuan-pertemuan formal

pemerintah,  workshop, = maupun
seremoni umum yang mengikutkan
masyarakat.

Melalui Pertemuan resmi pemerintah
sembari menyatakan keberpihakan
terhadap Kontestan Pemilihan umum.
Memberikan  pengaruh,  dengan
melakukan  pemaksaan  terhadap
anggota dibawah atau aparatur lainnya
agar berpihak dan melakukan pilihan
pada kontestan pemilihan umum.
Aparatur Sipil Negara melakukan
pertemuan pada pernyataan resmi
yang memberikan  keberpihakan
terhadap kandidat/kontestan
pemilihan umum yang memakai atau
tidak  memakai pakaian  yang
melekatkan identitas promosi
calon/kandidat pemilu/parpol.
Aparatur Sipil Negara melakukan
pertemuan pada pernyataan resmi
yang memberikan  keberpihakan
terhadap kandidat/kontestan
pemilihan umum yang memakai atau
tidak memakai pakaian yang
melekatkan identitas promosi
calon/kandidat pemilu/parpol.
Aparatur Sipil Negara secara terbuka
memberikan pernyataan keberpihakan
terhadap kandidat maupun parpol

melalui unggahan gambar pada
platfrom-platfrom  media online.
Aparatur  Sipil Negara gemar

melakukan unggahan berupa foto
Kontestan Pemilihan umum.

Aparatur Sipil Negara menanggapi
pengunggahan oleh masyarakat pada
media sosial online, melalui pendapat
yang mendukung atau tidak kepada
Kontestan Pemilihan umum.

Aparatur Sipil Negara berfoto dengan

kandidat pemilihan umum dan
melakukan  unggahan  ditambah
Isyarat  anggota  tubuh  yang

menunjukkan dukungan.

Kumpulan bukti
cetak/sumber berita online

Gambar Foto dan tayangan
video.

Kumpulan bukti
cetak/sumber berita online.
Lampiran  dokumen/file
dari pernyataan resmi.

Gambar Foto dan tayangan
video.

Kumpulan bukti
cetak/sumber berita online.
Lampiran dokumen/file
dari pernyataan resmi

Gambar Foto dan tayangan
video.
Kumpulan bukti
cetak/sumber berita online.
Tangkapan layar (screen
shot)
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No

Jenis-jenis Penyalahgunaan

Contoh-contoh Bentuk
Penyalahgunaan

Instrumen

Aparatur  Sipil Negara melakukan
aktifitas sebagai instrumen rapat berupa
peserta, narasumber dan pembicara pada

momen-momen pemilihan umum
maupun pilkada.
Aparatur  Sipil Negara mengambil

langkah berupa tindak atas keputusan
yang memberikan keuntungan maupun
kerugian terhadap kandidat paslon.

Aparatur  Sipil Negara mengikuti
rangkaian kegiatan berupa kampanye
kontestan pemilu agar memberikan

dukungan terhadapnya dan memfasilitasi
agenda berupa kegiatan-kegiatan yang
bernuansa dukungan.

Aparatur Sipil Negara menyediakan
tempat/lokasi/sarana maupun bantuan
keuangan yang diperuntukkan bagi
kampanye kontestan pemilihan
umum/pilkada.

Aparatur Sipil Negara membujuk dan
mengarahkan publik agar memberikan
dukungan terhadap kontestan pemilihan
umum/pilkada

1. Aparatur Sipil Negara melakukan
aktifitas atau kegiatan sebagai sebagai
instrumen rapat berupa peserta,
narasumber dan pembicara pada
momen-momen  pemilihan  umum
maupun pilkada

2. Aparatur Sipil Negara mengikuti

aktifitas kampanye partai politik
maupun kandidat, pameran,
pengenalan calon, dan rangakaian
acara oleh kontestan Pemilihan
umum.

1. Aparatur Sipil Negara melakukan
promosi maupun melakukan
penghalangan promosi, kampanye
hitam bagi kandidat pemilihan

umum/pilkada.

2. Aparatur Sipil Negara menyalurkan
pemberitaan berupa hoaks dengan
tujuan memberikan kerugian bagi
kontestan pemilihan umum/pilkada.
3. Aparatur Sipil Negara melakukan
pemanfaatan agenda maupun giat
yang termasuk dalam otoritasnya
untuk memberikan keuntungan bagi
kontestan pemilihan umum/pilkada.
Aparatur Sipil Negara terlibat
langsung dan melekat pada berbagai
macam kegiatan promosi dan
menyampaikan program politik
kontestan pemilihan umum, berupa
pemberian pidato, gestur tubuh atau
anggota badan, catatan terhadap
keunggulan dan kelemahan kandidat
pemilihan umum.

1. Menyediakan fasilitas kendaraan
semisal milik sendiri dan
perangkat/kendaraan bermotor miliki
negara.

2. Menyediakan sarana dinas
perkantoran, tempat tinggal dan
rumah negara.

3. Menyediakan fasilitas kantor serta
sarana lain yang dimiliki oleh negara
dan berdasar atas anggaran negara.
1. Aparatur Sipil Negara membujuk
dan mengarahkan publik dari beragai
profesi agar memberikan dukungan
terhadap kontestan pemilihan
umum/pilkada

2. Aparatur Sipil Negara
menyediakan sarana maupun fasilitas
yang didukung oleh dana kepada
publik agar memobilisasi support

Gambar Foto dan tayangan
video.

Kumpulan bukti
cetak/sumber berita online.
Lampiran format data
undangan/ bahan presentasi
berupa materi/ catatan
notulen

Gambar Foto dan tayangan
video.

Kumpulan bukti
cetak/sumber berita online.
Lampiran  dokumen/file
dari pernyataan resmi.

Gambar Foto dan tayangan
video.

Kumpulan bukti
cetak/sumber berita online

Gambar Foto dan tayangan
video.

Kumpulan bukti
cetak/sumber berita online.
Lampiran dokumen/file
perjalanan/kuitansi

Gambar Foto dan tayangan
video.

Kumpulan bukti
cetak/sumber berita online.
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Contoh-contoh Bentuk
Penyalahgunaan
bagi kandidat pemilihan
umum/pilkada.

No Jenis-jenis Penyalahgunaan Instrumen

Sumber: PATTIRO (2019)

Penyalahgunaan Peran ASN oleh Calon dalam Pilkada melalui Karir yang Lebih Baik

Seorang birokrat di daerah yang menempati posisi atau kedudukan strategis dalam birokrasi sipil sering terlibat
dalam politik, baik secara aktif maupun pasif. Keterlibatan ini umumnya merupakan bentuk dukungan
terselubung kepada salah satu kandidat, dengan motif utama untuk meningkatkan prospek karier, yang menjadi
alasan bagi 49,72% ASN. Iming-iming atau janji posisi khusus atau pemertahankan posisi strategis sering
menjadi daya tarik apabila kandidat atau elit terpilih menjadi kepala daerah.

Indikasi kuat menunjukkan bahwa petahana sering menggunakan kekuasaannya sebagai alat politik untuk
mempengaruhi birokrasi. Posisi ASN sering kali menjadi dilematis; di satu sisi, mereka terikat oleh
kepentingan politik praktis dari para kandidat, termasuk petahana yang mungkin memiliki harapan tertentu,
sementara penantang bisa menyimpan dendam politik (Perdana, 2019). Di sisi lain, sebagai pegawai yang
diangkat, ditempatkan, dipindahkan, atau diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang
berstatus sebagai pejabat politik, karir ASN sering terkait erat dengan kepentingan politik PPK. Dalam situasi
semacam ini, ASN harus tetap menjaga netralitas dan profesionalisme untuk menjalankan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik dengan efektif. Sebagai pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan
serta kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya birokrasi, ASN memiliki tanggung jawab
signifikan untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan dedikasi penuh.

Adanya celah yang memungkinkan pejabat politik menggunakan ASN sebagai alat untuk mempertahankan
atau merebut kekuasaan telah menciptakan ruang bagi intervensi politik dalam birokrasi. Tujuan utama dari
intervensi ini adalah agar elit politik yang menduduki jabatan dapat tetap memiliki kewenangan dalam
pengambilan kebijakan. Menurut Setiyono (2016), intervensi politik dapat mengacaukan kinerja, tugas pokok,
dan fungsi birokrasi yang seharusnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang
sehat, rasional, dan sesuai dengan undang-undang. Tidak dapat dipungkiri bahwa netralitas birokrat adalah
prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik dan sebagai
pengeksekusi kebijakan pembangunan. Jika terjadi intervensi politik dalam tubuh birokrasi, sistem
pengelolaan dan pembinaan kepegawaian akan mengalami dekonstruksi. Pengangkatan individu ke posisi
strategis dalam birokrasi akan didasarkan pada preferensi politik, bukan pada kemampuan, kapasitas, atau
pengalaman kerja yang relevan.

Praktik-praktik penyalahgunaan peran ASN telah mencoreng budaya demokrasi. Untuk mengembalikan peran
ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan bebas dari intervensi politik, perlu adanya upaya yang
sistematis dan konsisten. Sebagaimana dijelaskan oleh Hazell, Worthy, & Glover (2010), netralitas dalam
konteks ini tidak hanya berkaitan dengan sikap yang adil dan obyektif, tetapi juga sikap yang tidak berpihak
pada siapa pun, baik dalam arena politik, pelayanan publik (dengan menghindari diskriminasi), atau pembuatan
kebijakan (tanpa berpihak pada kelompok tertentu), dengan menerapkan sistem merit. Beberapa contoh
penyalahgunaan peran ASN untuk keuntungan karier dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 1 mengilustrasikan bentuk penyalahgunaan peran ASN melalui karier berdasarkan beberapa faktor
seperti yang diuraikan oleh Musais (2020). Pertama, birokrat sering kali digunakan sebagai personifikasi
negara. Dengan keterlibatan mereka dalam Pilkada, sebagai bagian dari tim sukses atau peserta kampanye,
birokrat dapat bertindak atas nama lembaga negara untuk merayu atau mengintimidasi warga. Dibandingkan
dengan era Orde Baru, warga cenderung mengikuti perintah birokrat, sebuah tren yang tampaknya berlanjut.
Kedua, ada anggapan bahwa birokrasi bisa dimanfaatkan karena memiliki akses ke informasi penting di daerah
target. Birokrasi tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik lokal karena mereka memiliki data akurat
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mengenai pemilih, basis massa partai politik, pemilih pemula, dan golongan non-pemilih, yang semua sangat
berharga bagi calon, terutama petahana.

Gambar 1. Bentuk Penyalahgunaan Peran ASN Melalui Karir

Bentuk:
Kompensasi  jabatan
karir dalam birokrasi
yang lebih baik atas
dukungzn kepada
saleh sztu  kandidat
paslon pada ssat
pemilihan Gubernur,
walikoz ELetl]
Bupati.

Komersialisasi Karir
melalui  Jual  Eeli
Jabatan.

Pola:

Pola ini kerapterjadi pada kontestasi
pemilihan kepalz dzerah dan politik
lokal pada umumnya, Para elit politik
terutama konsekuensi tersebut akan
diimbal dengan kompensasi jabatan
pos  strategis  apsbilz  mendapat
kemenzangan namun apabila
mendzpat kekalahan maks
konsekuensingz adalzh kebalikannya
atau bahkan lebih buruk l2gi.

Praktek juzl beli jabatan pada pos-pos
strategis di struktur pemerintshan
daerzh. secara urmum, praktikjuzal beli
jabaten skan terselubung dengan
lelang  jsbatsn  sebagai  bentuk
komersialisasi jebatan sebagai hasil
dari  electoral  misconduct  ini
dilakukan oleh kepala dzerah sebagai
nilzi timbal balik dari pengembalizn
cost of pofitics yang tidak murah.
peluang ini akan memberikan ruzang
terbuka bagi orang - orang yang
berada diluar tubuh elit birokrasi.
Dalam Tipologi birokrasi
kekhawatiran utema pada  elit
birokrasi adalzh pencopoten jabatan
yeng disnggsp sebagai  posisi
strategis. Mutasi merupakan hak dan
wewenang dari pejzbat pembinza
aparatur  sipl di  daersh  yang
berkedudukan sebagai kepals daersh
Keadsan ini  menunjukkan bahwa
para elit birokrasi di daerah akan
berusasha mempertahankan kari
maupun jebatan yang diduduki szat
ini terlebih  kedudukannya sangat
strategis. Mutasi stss pejabat di
dzerzh akan yang menyasar struktur
penting organisasi  pemerintzh
daerzh. perilzku ini skan kerap terjad
pada kepemimpinan yang baru pada
kepzla dzerah.

Modus:

Secara pasif penggambaran sosok
elit birokrasi lokal akan tergamber
sebagai  pelsksana  kehbijakan
pemerinteh  yang independen
namun secara pasit para Elit
Birokratini menerima ajakan dan
pengaruh  dari kandidat yang
berkompetisi  dalam  pemilihan
Gubernur/walikota/Bupati, para
elit birckrat skan menimbang
kesempatsn  secara  oportunis
kandidat yang memiliki peluang
dan budget besar. mobilisasi
secara aktif melzlui penawaran
j@sa dan pengaruh kewenzngan
stributifniya  sampai  tingkat
bawzh kepadz petzhanza yarg
didukung dengan deal imbalan
kompensasi jebaten atau kamr
yang lebih baik.

Terdzpat gen atsu yang disebut
dengan  makelar  karir  atsu
jabatan yang juga merupakan
bagian dari elit birckrasi pada
struktur  internal birokrasi di
pemerintzh dzerah. secara urmum
para agen =kan bekerjzsame
dengan kepala daerah mulzi pada
saat deal-deal politik baik dimasa
pra-kampanye, kampanye dan
pasca kampanye. mau tidak mau,
suka tidak suka. pengadaptasizn
skan dilakukan elit birckras
SECAra cepat

Para elit birckrat di daerzh
berusaha untuk mencari jalan
untuk menjalin hubungan melzlui
kontzk diri dengan para kandidat
YENE mempunyai kesempatan
menang lebih besar meski harus
berpijak padza dua kaki sebagai
bentuk sikep  oportunisnya
seorang birokrat.

Ketiga, keahlian teknis birokrat menjadi alasan penting keterlibatan mereka dalam kontestasi politik lokal,
terutama dalam formulasi dan implementasi kebijakan. Keempat, kepentingan pribadi, seperti keinginan
birokrat untuk menjaga dan meningkatkan posisi dan status mereka, menjadi motivasi untuk berpartisipasi
dalam politik, terutama selama Pilkada. Petahana sering memanfaatkan keinginan ini dengan menawarkan
janji atau kesepakatan politik kepada birokrat yang ingin meningkatkan karier mereka. Kelima, budaya
patronase yang kuat berakibat pada aparatur sipil negara yang loyal sering membela atasan mereka yang
menjadi calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada. Petahana seringkali memberikan tekanan kepada ASN
melalui electoral misconduct. Birokrat sering khawatir tentang intervensi dari atasan mereka, sebuah fenomena
yang tidak dapat dihindari mengingat ketakutan mereka terhadap kelanjutan posisi dan kedudukan di birokrasi
pemerintahan. Oleh karena itu, ASN sering terlibat dalam dinamika politik praktis Pilkada, suka atau tidak.
Hal ini terutama berlaku mengingat petahana adalah pejabat yang bertanggung jawab atas kepegawaian daerah
(Perdana, 2019).

Para elit birokrat tunduk pada mekanisme pengendalian yang menentukan jenis "hadiah™ apa yang dapat
diberikan oleh kandidat terpilih nantinya. Dalam posisi mereka kelak, akses ke hierarki administratif akan
memberikan tekanan moral pada elit birokrat. Ini mengakibatkan bentuk kesetiaan yang sejalan dengan logika
rantai komando administratif yang bersifat alami, rasional, dan realistis (\Vike, 2018). Ambisi karier para elit
birokrat melalui kontestasi Pilkada telah memecah belah ASN menjadi kelompok-kelompok pendukung.
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Perilaku ini mengakibatkan konsekuensi dari keberpihakan terhadap calon kepala daerah terpilih, dengan cara
mengerahkan kewenangan—Dbaik yang bersifat atributif maupun delegatif—melalui penggunaan sumber daya
birokrasi yang ada di bawah mereka.

Para birokrat berupaya mendapat balasan atas pilihan politik mereka, terutama dalam bentuk kestabilan posisi
jabatan dan promosi, jika kandidat yang didukung berhasil menjadi kepala daerah. Motivasi ini seringkali
berasal dari keinginan untuk meraih promosi karier selama momentum Pilkada, yang dianggap sebagai waktu
yang tepat untuk itu. Dinamika posisi elit tak dapat dicegah oleh kekuatan politik manapun. Kelompok elit
yang berkuasa akan tergeser, lebih cepat atau lambat. Kepastian ini didasarkan pada fakta bahwa secara alami,
elit berkuasa tidak dapat memerintah selamanya; kemampuan mereka terbatas oleh usia. Pareto, seperti dikutip
oleh Haryanto (2017), mengemukakan bahwa dalam tubuh elit ada kecenderungan mengalami "decay" atau
pembusukan. Hubungan harmonis di antara elit memperkuat legitimasi pemerintah, sedangkan hubungan yang
buruk atau konfliktual melemahkan legitimasi pemerintah. Ini penting, terutama dalam kerja sama untuk
rekonsiliasi konflik di daerah.

Kesimpulan

Meski Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah
diterbitkan sebagai upaya menjaga netralitas ASN dalam Pilkada/Pemilu, tidak ada jaminan bahwa ASN akan
terbebas dari keterlibatan dalam praktek-praktek tidak etis di masa depan. Selama ASN dilihat sebagai
instrumen vital untuk menghimpun dukungan, terdapat potensi bagi oknum-oknum tertentu untuk mencari
celah demi kepentingan pribadi atau kelompok, yang mana hal ini seringkali muncul dalam bentuk dukungan
atau materi untuk calon kepala daerah, terutama dari pihak petahana. Perilaku ini tidak hanya mencerminkan
penyalahgunaan peran ASN, namun juga mempertegas adanya degradasi moral dan etika dalam birokrasi. Hal
ini terjadi meskipun sanksi berat telah ditetapkan untuk mencegah ASN terlibat dalam politik praktis.
Keterkaitan erat antara politisi dan birokrat menjadi tantangan sentral dalam pemerintahan daerah, dengan
hubungan tersebut seringkali menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Namun, nilai-
nilai pragmatis dan materialistik seringkali mendominasi dan menenggelamkan prinsip-prinsip etika dan
moral, yang seharusnya menjadi dasar tindakan para pelayan publik.

Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk mengatasi isu ini. Pertama, penilaian kinerja
ASN sebaiknya dikembalikan ke skema terpusat di bawah kementerian pusat, untuk menghindari konflik
kepentingan dan penyanderaan peran ASN selama pilkada. Kedua, penting untuk merumuskan code of conduct
yang menjelaskan peran ASN selama pilkada/pemilu, dengan orientasi pada etika dan moral ASN. Selain itu,
perlunya rekrutmen dan penyebaran ASN yang transparan dan adil, yang mungkin melibatkan seleksi pusat,
agar posisi ASN tidak didasarkan pada hubungan patron-klien. Jika perlu, hak politik ASN dapat dicabut
sementara untuk mencegah konflik kepentingan. Terakhir, partai dan elit politik harus memiliki sikap tegas
dalam meregulasi rekrutmen calon kepala daerah dan strategi pengumpulan suara, tanpa melibatkan praktek
electoral malpractice, electoral fraud, dan electoral misconduct.
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